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ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum dalam pelaksanaan tugas penyelidikan oleh Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap tindak pidana pemilu selama tahun 2023–2024. Kajian dilakukan dengan pendekatan normatif-empiris, menggabungkan analisis dokumen peraturan dan wawancara lapangan dengan pejabat intelijen serta pihak terkait lainnya. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelidikan yang terdiri atas tahap pengumpulan data, identifikasi, serta analisis dan evaluasi belum berjalan secara optimal. Dari 133 laporan yang diterima, hanya 58 kasus yang memenuhi syarat identifikasi, dan lebih lanjut hanya 27 kasus yang layak untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Ketidakharmonisan antara volume laporan dan tindak lanjut menunjukkan adanya kendala struktural dan sumber daya. Faktor-faktor seperti rendahnya pemahaman hukum masyarakat, keterbatasan kompetensi hukum petugas intelijen, dan kurangnya koordinasi lintas lembaga menjadi hambatan utama dalam proses penyelidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas hukum dalam konteks penyelidikan pemilu belum terpenuhi secara maksimal karena hanya dua dari lima indikator efektivitas hukum yang dapat dikatakan terpenuhi. Diperlukan penguatan struktur kelembagaan, pelatihan petugas, dan peningkatan literasi hukum publik untuk memastikan sistem penyelidikan dapat berjalan secara efisien dan adil.
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ABSTRACT
This study aims to evaluate the legal effectiveness of the investigative functions carried out by the Intelligence and Security Unit of the South Sulawesi Regional Police in handling election-related crimes during the 2023–2024 period. The research adopts a normative-empirical approach, combining legal document analysis and field interviews with intelligence officials and other relevant stakeholders. The findings indicate that the implementation of investigative stages—namely data collection, identification, and evaluation—has not functioned optimally. Out of 133 public reports and findings, only 58 cases qualified for identification, and only 27 proceeded to the prosecution phase. The discrepancy between reported cases and processed investigations suggests structural limitations and inadequate operational capacity. Key challenges include low public legal awareness, insufficient legal expertise among intelligence personnel, and weak interagency coordination. The study concludes that the legal effectiveness of the investigative process remains suboptimal, with only two out of five essential legal effectiveness factors being adequately met. Institutional reinforcement, enhanced personnel training, and improved legal literacy among citizens are urgently needed to ensure the investigative mechanism operates efficiently, proportionally, and in accordance with democratic principles.
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1.   PENDAHULUAN
Hukum memiliki peran fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai sistem pengendali sosial yang mengatur interaksi antara individu, masyarakat, dan institusi negara. Dalam negara hukum seperti Indonesia, keberadaan hukum bukan sekadar simbol formal, tetapi menjadi kerangka normatif yang menjamin keadilan, ketertiban, dan kepastian dalam seluruh proses demokratis, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilu. Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi sering kali diwarnai oleh dinamika politik yang kompleks, di mana potensi pelanggaran hukum cenderung meningkat, khususnya dalam bentuk tindak pidana pemilu. Oleh karena itu, kehadiran aparat penegak hukum yang responsif dan efektif menjadi penting untuk menjamin kualitas dan integritas Pemilu. Kepolisian, melalui fungsi intelijen keamanannya, memainkan peran penting dalam tahapan awal penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, yakni pada fase penyelidikan. Namun demikian, efektivitas kerja Satuan Intelijen Keamanan (Intelkam) dalam menangani laporan pelanggaran pemilu kerap dipertanyakan seiring meningkatnya jumlah laporan yang tidak ditindaklanjuti secara proporsional.
Fenomena keterbatasan respons terhadap laporan pelanggaran pemilu telah menjadi sorotan, terutama di wilayah Sulawesi Selatan. Data yang dihimpun dari Polda Sulsel menunjukkan bahwa dari 133 laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diterima oleh Satuan Intelkam sepanjang tahun 2023 hingga 2024, hanya 58 laporan yang dapat diidentifikasi secara layak, dan lebih lanjut hanya 27 kasus yang ditingkatkan ke tahap penyidikan. Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang signifikan antara volume laporan dan output penegakan hukum. Dalam konteks demokrasi elektoral, angka tersebut mencerminkan tantangan besar dalam menjaga legitimasi hukum dan persepsi publik terhadap independensi serta profesionalitas kepolisian. Masyarakat berharap setiap laporan pelanggaran pemilu ditindaklanjuti secara adil dan transparan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan belum optimalnya sistem penyelidikan yang dijalankan oleh Intelkam, baik dari aspek struktural, fungsional, maupun budaya hukum internal.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum dalam penyelidikan tindak pidana pemilu belum berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu faktor utama yang memengaruhi hal ini adalah rendahnya kompetensi hukum di kalangan petugas Intelkam, yang mayoritas belum memiliki latar belakang pendidikan hukum yang memadai. Selain itu, kurangnya koordinasi antarunit, minimnya pemanfaatan teknologi, serta lemahnya dokumentasi menjadi penghambat dalam proses identifikasi dan evaluasi laporan. Di sisi lain, masyarakat sebagai sumber laporan belum dibekali dengan pemahaman yang baik tentang definisi dan unsur tindak pidana pemilu, sehingga banyak laporan yang tidak memenuhi kualifikasi hukum. Harapan untuk menciptakan pemilu yang bersih dan berintegritas masih terhambat oleh berbagai kendala baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi kritis terhadap sistem penyelidikan yang saat ini berjalan.
Permasalahan utama yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah rendahnya efektivitas pelaksanaan penyelidikan oleh Satuan Intelkam dalam menangani kasus tindak pidana pemilu di wilayah Polda Sulsel. Penelitian ini mengangkat pertanyaan kunci: sejauh mana sistem dan mekanisme penyelidikan yang ada dapat memenuhi prinsip efektivitas hukum? Pertanyaan tersebut tidak hanya menyasar hasil akhir berupa jumlah kasus yang diproses, tetapi juga menilai kualitas proses dari tahap pengumpulan data, identifikasi, analisis, hingga evaluasi. Permasalahan ini penting untuk dikaji karena penyelidikan merupakan pintu masuk dalam proses penegakan hukum pidana, sehingga kegagalan di tahap ini berimplikasi langsung terhadap keseluruhan sistem keadilan pemilu. Permasalahan juga diperkuat oleh fakta bahwa hanya dua dari lima indikator efektivitas hukum yang terpenuhi dalam pelaksanaan penyelidikan sebagaimana teori Soekanto.
Beberapa pendekatan telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses penyelidikan, antara lain penguatan struktur organisasi, penambahan personel, serta peningkatan kerja sama dengan Bawaslu dan kejaksaan dalam forum Sentra Gakkumdu. Selain itu, dilakukan pelatihan internal kepada petugas Intelkam untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kemampuan menganalisis laporan. Walau demikian, hasilnya belum menunjukkan perbaikan signifikan. Terbatasnya pelatihan yang bersifat substansial dan kurangnya dukungan sarana teknologi menjadi kendala dalam pelaksanaan program tersebut. Upaya reformasi kelembagaan belum menyentuh akar permasalahan yang bersifat sistemik, seperti budaya kerja birokratis dan resistensi terhadap perubahan. Oleh sebab itu, pendekatan struktural semata tidak cukup jika tidak disertai transformasi pola pikir dan komitmen profesionalisme dari dalam institusi.
Terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang cukup nyata, di mana sebagian besar studi sebelumnya hanya menyoroti peran Bawaslu atau aspek yuridis pelanggaran pemilu, namun belum banyak yang menelaah secara mendalam efektivitas fungsi penyelidikan oleh Intelkam sebagai garda awal penegakan hukum. Kajian tentang penyelidikan pemilu selama ini cenderung bersifat normatif atau berfokus pada aktor yudisial, sementara peran intelijen masih dipandang sebagai elemen administratif. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris untuk menganalisis fungsi, hambatan, dan potensi reformasi Intelkam dalam konteks pemilu. Dengan mengeksplorasi dimensi internal dan eksternal pelaksanaan penyelidikan, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dan praktis bagi perbaikan sistem pengawasan pemilu di tingkat regional.
Nilai kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang secara spesifik menelaah efektivitas hukum dari sudut fungsi penyelidikan dalam satuan Intelijen Keamanan, yang masih minim dibahas dalam literatur akademik. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengkombinasikan data statistik, observasi lapangan, serta wawancara mendalam dengan aktor kunci untuk menghasilkan analisis komprehensif. Hal ini memberikan pandangan kontekstual tentang bagaimana hukum ditegakkan dalam kerangka kerja intelijen di tengah kompleksitas politik lokal dan beban tugas operasional kepolisian. Pendekatan ini juga memungkinkan pemahaman yang lebih realistis mengenai tantangan dan peluang reformasi hukum di institusi kepolisian daerah.
Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum dalam pelaksanaan tugas penyelidikan oleh Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap tindak pidana pemilu selama tahun 2023–2024.
2. METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang memadukan antara studi dokumen hukum dengan data lapangan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas hukum dalam pelaksanaan penyelidikan oleh Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, serta perangkat hukum lain yang mengatur penyelidikan tindak pidana pemilu. Pendekatan empiris dilakukan untuk mengevaluasi implementasi aturan tersebut dalam praktik, melalui observasi langsung dan pengumpulan data primer dari pelaku maupun saksi dalam proses penyelidikan. Kombinasi pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya dalam konteks pemilu di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi aktual pelaksanaan penyelidikan secara sistematis dan analitis. Fokus penelitian diarahkan pada lima variabel utama: pengumpulan data, identifikasi kasus, analisis dan evaluasi laporan, faktor penghambat, serta efektivitas hukum secara keseluruhan. Lokasi penelitian dipusatkan di lingkungan Polda Sulawesi Selatan dengan unit kerja yang menjadi fokus utama adalah Satuan Intelijen Keamanan. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan tingginya jumlah laporan pelanggaran pemilu serta intensitas peran intelijen dalam menangani kasus-kasus tersebut.
Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas Satuan Intelkam, anggota Sentra Gakkumdu, serta pihak yang memiliki peran strategis dalam penanganan pelanggaran pemilu. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur guna memberikan ruang yang cukup bagi informan untuk menyampaikan informasi secara bebas namun tetap sesuai dengan fokus penelitian. Data sekunder diperoleh melalui dokumen laporan penyelidikan, peraturan perundang-undangan, surat perintah tugas, dan arsip internal lembaga yang berkaitan dengan proses penyelidikan pemilu. Pengumpulan data dilakukan secara bertahap untuk menjaga validitas dan kedalaman informasi yang diperoleh.
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Proses analisis diawali dengan reduksi data untuk memilah informasi relevan dari data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk tematik sesuai dengan lima variabel penelitian. Penyusunan tema-tema dilakukan untuk memudahkan interpretasi dan melihat pola hubungan antarvariabel. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan memperhatikan fakta-fakta lapangan dan kecenderungan yang muncul selama proses penelitian. Seluruh proses dianalisis dengan mempertimbangkan konsistensi antara pelaksanaan penyelidikan dan prinsip-prinsip efektivitas hukum yang ditetapkan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Penyelidikan Satuan Intelijen Keamanan dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu
a. Pengumpulan Data dan keterangan
Pada tahap ini Satuan Intelijen dalam Penanganan Kasus tindak Pidana Pemilu, tindakan yang bersumber dari, laporan masyarakat dan temuan dari Intelijen itu sendiri kasus yang bersumber dari laporan masyarakat yang disampaiakan masyarakat melalui Pengawas Penyelenggaraan Pemilu atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan. Sumber laporan tersebut juga diinisiasi oleh Satuan Intelijen dengan melakukan pelacakan melalui jaringan intelijen yang secara langsung turun ke lapangan guna memastikan terkait adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu, untuk jelasnya berikut diuraikan Tabel 1. dibawah ini:
Tabel 1
Pengumpulan Data Tindak Pidana Pemilu di Satuan Intelkam Polda Sulsel Tahun 2023 – 2024
	No
	Waktu
	Pengumpulan Data
	Jumlah

	
	
	Masyarakat
	Temuan 
	

	1
	2023
	7
	7
	14
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	2024
	85
	35
	119

	Jumlah Total
	133


Sumber: Subdit 1 Dit. Intelkam Polda Sulsel dan Bawaslu Sulsel, Desember 2024
Berdasarkan Tabel 1. di atas dapat diketahui, Pengumpulan bahan dan keterangan Satuan Intelkam Polda Sulsel dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu tahun 2023-2024 yaitu pada tahun 2023 yang dilakukan Pengumpulan bahan dan keterangan sebanyak 7 dari masyarakat dan 7 dari temuan jumlah 14, pada tahun 2024 sebanyak 85 dari masyarakat dan 35 dari temuan jumlah 119, dengan jumlah total sebanyak 133 yang telah dilakukan Pengumpulan bahan dan keterangan.
Menurut Saiful Jihad Wawancara pada tanggal 20 Desember 2024 mengatakan bahwa:
Data yang diperoleh dari masyarakat yaitu datang dari masyarakat itu sendiri dikarenakan adanya bukti pelanggaran yang ditemukan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 mulai dari pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dan pelanggaran hukum lain terkait penyelenggaraan pemilu.
Menurut Penulis untuk menjaga integritas proses demokrasi, penanganan tindak pidana pemilu sangat penting. Berbagai pelanggaran yang dapat mengganggu pemilu seperti kampanye ilegal, manipulasi suara, dan intimidasi pemilih, termasuk dalam tindak pidana pemilu. Berbagai organisasi, seperti Bawaslu, kepolisian, dan lembaga peradilan, terlibat dalam upaya penanganan ini. Untuk menjamin keadilan bagi semua pihak, proses penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan terbuka. Deteksi dini melalui pengawasan ketat adalah langkah pertama dalam penanganan pelanggaran pemilu. Investigasi juga dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang kuat.
Menurut Andarias Duma Wawancara pada tanggal 20 Desember 2024 mengatakan bahwa:
Di Bawaslu sendiri terdapat forum Sentra Gakkumdu diantaranya Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan hal tersebut dilakukan agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan adil disamping itu juga terdapat personil Dit Intelkam Polda Sulsel yang menjadi Liaison Officer sehingga sumber laporan dari Bawaslu dapat segera diketahui oleh Dit Intelkam Polda Sulsel melalui LO yang sudah di tugaskan di Bawaslu Sulsel.
Menurut Penulis Prinsip due process of law digunakan saat penyelesaian kasus dilakukan melalui jalur hukum. Selain itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi pemilu yang bersih dan jujur. Penanganan tindak pidana pemilu menghadapi masalah seperti keterbatasan sumber daya dan kemungkinan intervensi politik. Oleh karena itu, untuk mengatasi hambatan tersebut, lembaga harus bekerja sama dan berkomitmen untuk menegakkan aturan. Dengan demikian, pengendalian yang baik dapat membantu pemilu yang adil dan jujur.
Menurut Rakhmat Binarno Wawancara pada tanggal 23 Desember 2024 mengatakan bahwa:
Laporan yang diperoleh dari masyarakat atau jaringan intelijen dibuatkan produk intelijen kemudian disajikan kepada pimpinan untuk diketahui dan ditindak lanjuti ke tahap selanjutnya. Intelkam berfungsi sebagai mata dan telinga Polri dan bertanggung jawab untuk mendeteksi dan memberikan peringatan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menemukan ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas.
Mengungkapkan Bahwa Fungsi Intelijen Kepolisian sangat penting untuk memberikan informasi kepada pimpinan tentang bagaimana menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sehingga Kepolisian dapat mengantisipasi segala kemungkinan perkembangan kamtibmas, diperlukan analisis intelijen yang cermat dan akurat. Dengan demikian, peran dan fungsi Intelijen dalam menjalankan tugasnya diperlukan untuk menghadapi perkembangan paradigma kamtibmas yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan. Intelkam Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk berfungsi sebagai mata dan telinga bagi korps Polri, bertanggung jawab untuk melakukan deteksi dini dan memberikan peringatan tentang masalah serta perkembangan masalah dan perubahan dalam kehidupan sosial serta juga dapat menemukan ancaman, gangguan, atau hambatan Kamtibmas.
b. Identifikasi
Berdasarkan Pengumpulan Data dan Keterangan, pada tahap ini belum dapat dipastikan terjadinya Tindak Pidana sehingga seluruh bahan yang bersumber pada data dan keterangan yang secara keseluruhan dilakukan tahap Identifikasi, untuk jelasnya Identifikasi tersebut diuraikan pada Tabel 2. dibawah ini:
Tabel 2
Identifikasi Tindak Pidana Pemilu di Satuan Intelkam Polda Sulsel Tahun 2023 – 2024
	No
	Waktu
	Identifikasi
	Jumlah

	
	
	Masyarakat
	Temuan 
	

	1
	2023
	5
	2
	7

	2
	2024
	31
	20
	51

	Jumlah Total
	58


Sumber: Subdit 1 Dit. Intelkam Polda Sulsel dan Bawaslu Sulsel, Desember 2024
Berdasarkan Tabel 2. di atas dapat diketahui, Identifikasi Satuan Intelkam Polda Sulsel dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu tahun 2023-2024 yaitu pada tahun 2023 yang dilakukan identifikasi sebanyak 5 dari masyarakat dan 2 dari temuan jumlah 7, pada tahun 2024 sebanyak 31 dari masyarakat dan 20 dari temuan jumlah 51, dengan jumlah total sebanyak 58 yang telah dilakukan identifikasi.
Menurut Wahbah Taufiq Wawancara pada tanggal 23 Desember 2024 mengatakan bahwa:
Setiap informasi yang diberikan anggota Intelkam Polri yang bertujuan memberikan masukan kepada pimpinan untuk melakukan deteksi dini tidak semata-mata diberikan secara mentah, tetapi melalui tahapan-tahapan pengolahan dengan analisa yang tinggi. Setelah melalui analisis yang panjang maka akan menghasilkan produk intelijen yang akurat. Disinilah peran intelijen memberi masukan kepada pimpinan untuk mengetahui perkembangan kamtibmas yang terjadi terutama di era globalisas, dimana demokratisasi, keterbukaan dan hak asasi manusia menjadi isu sentral yang merambat dunia, menyebabkan tuntutan begitu tinggi terhadap peran Polri sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat.
Menurut Penulis Intelijen menjadi komponen terdepan dalam merespon Polri terhadap berbagai tuntutan, Intelijen akan berfungsi bagi satuan apabila organisasi intelijen cukup solid, sistem dan metodenya berkembang sesuai dengan hakekat ancaman yang dihadapinya. Namun yang lebih penting adalah pelaksanaan tugas intelijen, baik perorangan maupun unit harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap intelijen, maupun mengimplementasikan dan mengembangkan teori intelijen dalam kondisi lapangan yang berubah-ubah, serta menghasilkan produk intelijen yang tajam, akurat dan terpercaya sesuai kebutuhan satuannya dalam mencegah gangguan kamtibmas yang mungkin bisa terjadi.
Menurut Yani Marean Wawancara pada tanggal 20 Desember 2024 mengatakan bahwa:
Untuk memastikan bahwa laporan sudah memadai untuk dilanjutkan ke tahap identifikasi diperlukan proses evaluasi awal yang mencakup pengecekan kelengkapan, relevansi, dan kualitas elemen-elemen yang mendukung proses identifikasi. Jika laporan tersebut sudah memenuhi semua unsur – unsur keterangan yang dibutuhkan Penyelidik maka laporan tersebut dapat di kualifikasikan ke tahap Identifikasi.
Identifikasi adalah suatu proses yang mencakup pencarian, penemuan, penelitian, dan pengumpulan data dan informasi tentang seseorang atau objek. Secara sederhana, identifikasi mengacu pada penetapan atau penentuan identitas objek tertentu, seperti benda, orang, dan sebagainya. Dalam sosiologi proses identifikasi juga dibutuhkan. Di mana adanya identifikasi ini akan digunakan untuk bisa mendapatkan gambaran realitas sosial atas permasalahan sosial yang ada. Adanya dasar inilah dalam proses identifikasi dibutuhkan bukti yang bisa menjadi sikap objektif serta fakta sosial yang ingin ditunjukkan.
Menurut Kaimuddin (Wawancara pada tanggal 23 Desember 2024) mengatakan bahwa:
Jika tahap Identifikasi menunjukkan adanya indikasi permasalahan maka selanjutnya akan dilakukan ke tahap Analisa dan Evaluasi dalam proses penyelidikan, analisa dan evaluasi merupakan langkah penting untuk memahami fakta, mengidentifikasi pola, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan. Analisa berkonsentrasi pada pengolahan dan interpretasi data, sedangkan evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas proses penyelidikan dan menemukan solusi atau saran.
c. Analisa dan Evaluasi
Pada tahap ini dilakukan analisa setelah mengidentifikasi laporan yang masuk di Intelkam Polda Sulsel adanya dugaan termasuk Pidana Pemilu. Evaluasi tersebut guna memastikan adanya peristiwa Pidana Pemilu tersebut. Selain itu petugas Intelijen juga dituntut untuk menyimpulkan barang bukti demi memastikan bahwa laporan tersebut mengandung kebenaran yang didasarkan pada fakta hukum, untuk jelasnya berikut digambarkan Tabel 3. dibawah ini:
Tabel 3
Evaluasi Tindak Pidana Pemilu di Satuan Intelkam Polda Sulsel Tahun 2023 - 2024
	No
	Waktu
	Pengumpulan Data
	Jumlah

	
	
	Masyarakat
	Temuan 
	

	1
	2023
	3
	1
	4

	2
	2024
	8
	15
	23

	Jumlah Total
	27


Sumber: Subdit 1 Dit. Intelkam Polda Sulsel dan Bawaslu Sulsel, Desember 2024
Berdasarkan Tabel 3. di atas dapat diketahui, Evaluasi Satuan Intelkam Polda Sulsel dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu tahun 2023-2024 yaitu pada tahun 2023 yang dilakukan evaluasi sebanyak 3 dari masyarakat dan 1 dari temuan jumlah 4, pada tahun 2024 sebanyak 8 dari masyarakat dan 15 dari temuan jumlah 23, dengan jumlah total sebanyak 27 yang telah dilakukan evaluasi.
Menurut Yusrianto Wawancara pada tanggal 23 Desember 2024 mengatakan bahwa:
Syarat suatu kasus yang sudah diidentifikasi untuk dinaikkan pada tahap evaluasi yaitu Masalah didefinisikan dengan jelas dan diprioritaskan, data yang relevan dan valid tersedia, analisis awal memberikan dasar yang cukup untuk evaluasi lanjutan, ada kerangka evaluasi yang jelas dengan kriteria yang relevan, masalah terkait dengan tujuan evaluasi, dan ada kemungkinan solusi yang dapat diterapkan.
Menurut Ariyanto Wawancara pada tanggal 27 Desember 2024 mengatakan bahwa: 
Setelah tahap evaluasi selesai, langkah berikutnya adalah rekomendasi dan pengambilan keputusan atau tindakan operasional Penegakkan Hukum yang dilakukan oleh Fungsi Reskrim, tergantung pada tujuan penyelidikan dan hasil evaluasi. Fungsi Intelijen merekomendasikan hasil penyelidikannya kepada Fungsi Reskrim melalui Nota Dinas yang sudah di Disposisi oleh Pimpinan Intelijen.
Berdasarkan Tabel 1, 2 dan Tabel 3 terjadi ketidakharmonisan dalam penanganan kasus tindak pidana dimana sumber data pada tabel 1 tidak harmonis dengan sumber data tabel 2 dan tabel 3. Tabel 1 penanganan kasus tindak pidana pemilu yang bersumber pada laporan masyarakat dan temuan terdapat 133 kasus yang masuk, setelah di identifikasi (lihat tabel 2) ternyata potensi terjadinya tidak pidana hanya 58 kasus terjadi selisih 75 kasus tidak sama sekali bukan atau bukan merupakan tindak pidana. Pada laporan masyarakat dan temuan pada tabel 1 sebanyak 133 kasus setelah di indentifikasi ternyata potensi tindak pidana pemilu hanya 58 kasus, terdapat 75 kasus bukan tindak pidana. Berbeda lagi setelah dilakukan tindakan evaluasi dari Intelkam (lihat tabel 3) ternyata hasil identifikasi yang bersumber dari laporan masyarakat dan temuan sebanyak 27 kasus tindak pidana yang memenuhi syarat untuk ditindak lanjuti ke tahap Penyidikan yang menjadi kewenangan Penyidik Polda Sulsel. Terdapat selisih antara identifikasi dan evaluasi tidak memenuhi syarat ke tahap Penyidikan. 
Gambaran tersebut di atas menunjukan bahwa Penyelidikan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dari 133 laporan yang diterima (lihat tabel 1) dan identifikasi laporan (lihat tabel 2) hanya 58 kasus. Secara keseluruhan setelah di evaluasi hanya 27 kasus yang layak ditingkatkan ke Penyidikan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soejono Soekamto Bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi suatu hukum dapat dinyatakan berlaku efektif, yaitu 5 faktor: Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan. Faktor tersebut jika dihubungkan hasil penelitian tabel 1, 2 dan 3 maka penerapan hukum yang menjadi dasar penegakkan Intelkam sudah dipandang memadai termasuk faktor sarana dan fasilitas, tetapi faktor penegak hukum dalam hal ini Intelkam dan faktor masyarakat yang berpartisipasi yang melaporkan tindak pidana serta faktor kebudayaan yang tidak didukung dengan kesadaran hukum sehingga penerapan teori efektivitas yang harus memenuhi 5 faktor hanya terpenuhi 2 faktor 3 faktor tidak terpenuhi. Dengan demikian pelaksanaan Penyelidikan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam penanganan tindak pidana pemilu tidak berjalan efektif.
3.2. Faktor Penghambat
a. Faktor Internal
Faktor Internal adalah faktor yang mempengaruhi tugas Penyelidikan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pemilu di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Terjadinya selisih penanganan kasus ke evaluasi terdapat minimnya alat bukti sehingga tidak ditingkatkan ke tahap Penyidikan menunjukkan bahwa Satuan Intelijen belum memiliki sumber daya manusia yang mumpuni di bidang hukum guna mengungkap suatu kasus sehingga kasus yang ditemukan dengan kasus yang di identifikasi dan di evaluasi justru berbeda. Seharusnya menurut penulis jika penanganan tindak pidana yang ditemukan dan di identifikasi seyogyanya tidak perlu masuk pada tahap evaluasi demi mewujudkan efektivitas hukum tugas Intelkam..
b. Faktor Eksternal
Faktor Eksternal adalah Faktor yang mempengaruhi diluar kewenangan tugas Intelkam yaitu masyarakat berdasarkan tabel 1, yang bersumber dari laporan masyarakat dan temuan terdapat 133 kasus (lihat tabel 1) setelah di identifikasi yang memenuhi syarat adanya potensi hanya 58 kasus (lihat tabel 2). Data identifikasi tersebut ditingkatkan pada tahap evaluasi terdapat 27 kasus yang layak ditingkatkan pada tahap Penyidikan. Tegasnya dari 133 laporan hanya 27 yang di serahakan ke Penyidik (lihat tabel 3). Menurut masyarakat (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024) mengatakan bahwa: 
Faktor yang menghambat proses penyelidikan yaitu kurangnya edukasi masyarakat tentang pelaporan tindak pidana pemilu serta tidak semua masyarakat memiliki kesadaran hukum.
Dikaitkan dengan teori penegakkan hukum dari 5 faktor maka 3 faktor tidak terpenuhi selain faktor mengakibatkan tugas Intelkam tidak berjalan optimal adalah faktor masyarakat yang dibekali pengetahuan hukum sehingga informasi yang diterima menjadi dasar laporan padahal menurut penulis tidak semua laporan mengandung fakta hukum. Dengan demikian penegakan hukum hanya bisa terwujud jika masyarakat memiliki kesadaran hukum guna menunjang tugas penegakan hukum Intelkam.
4.    KESIMPULAN DAN SARAN
[bookmark: _Hlk91620008]Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyelidikan oleh Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap tindak pidana pemilu belum menunjukkan efektivitas hukum secara optimal. Dari jumlah laporan yang masuk, hanya sebagian kecil yang berhasil ditindaklanjuti hingga tahap penyidikan, menunjukkan lemahnya proses identifikasi dan evaluasi laporan awal. Kesenjangan ini mencerminkan adanya hambatan struktural, termasuk kurangnya pemahaman hukum oleh personel intelijen dan belum memadainya koordinasi antarlembaga dalam forum Sentra Gakkumdu. Selain itu, aspek sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut memperburuk kualitas penyelidikan. Kendala ini menyebabkan tujuan penegakan hukum dalam konteks pemilu sulit dicapai secara menyeluruh, terutama dalam menjamin keadilan dan akuntabilitas. Efektivitas penyelidikan hanya terpenuhi pada sebagian indikator, menunjukkan perlunya pendekatan baru dalam penguatan lembaga dan fungsi intelijen dalam ranah pemilu.
Tanggung jawab penyelidikan sebagai gerbang awal proses hukum memiliki peran strategis dalam menjaga integritas pemilu, sehingga keefektifan fungsi ini harus diprioritaskan dalam kerangka pembenahan kelembagaan. Ketika aparat tidak memiliki kejelasan arah dalam menindak laporan pelanggaran, kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu ikut tergerus. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh ketentuan formal, tetapi sangat bergantung pada pelaksanaannya secara profesional, akuntabel, dan terukur. Dalam konteks ini, efektivitas hukum harus dipahami sebagai proses yang hidup dan dinamis, tidak berhenti pada legalitas administratif, tetapi menjangkau pada pemenuhan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa perbaikan terhadap mekanisme penyelidikan bukan sekadar reformasi teknis, melainkan transformasi struktural dan kultural dalam tubuh lembaga kepolisian.
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